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 Pemerkosaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan tanpa persetujuan korban. Fenomena tindak pidana pemerkosaan pada 

saat ini kebanyakan dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur. Kota 

Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang banyak terjadinya kasus tindak 

pidana pemerkosaan terhadap anak. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak 

menyatakan pemerintah daerah dan Lembaga penegak hukum berkewajiban dan 

bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak 

pidana pemerkosaan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

perlindungan hukum terhadap anak (korban) Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota 

Lhokseumawe, dan untuk menganalisis hambatan dan solusi institusi penegak 

hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) tindak 

pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan 

kasus, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari 

masyarakat maupun dari lembaga terkait. 

 Hasil penelitian didapatkan Perlindungan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana pemerkosaan di kota Lhokseumawe masih terdapat kekurangan 

yaitu belum dapat memberikan perlindungan ruman aman sementara seperti yang 

telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Joncto 

Pasal 5 ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban sehingga anak (korban) masih mendapatkan 

ancaman dan intimidasi dari pihak tidak bertanggungjawab. Hambatan institusi 

penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Anak (korban) 

tindak pidana pemerkosaan di Kota Lhokseumawe yaitu belum adanya rumah 

aman sementara khusus untuk anak (korban) tindak pidana pemerkosaan solusi 

terhadap hal tersebut jika diperlukan maka anak (korban) akan ditempatkan di 

sebuah penginapan yang ada di Lhokseumawe.  

 Disarankan agar aparat penegak hukum dan dinas DP3AP2KB kota 

Lhokseumawe dapat memberikan perlindungan hukum jaminan terhadap anak 

korban pemerkosaan terhindar dari ancaman dan intimidasi keluarga pelaku. 

Disarankan agar Lembaga Penegak Hukum dan dinas DP3AP2KB kota 

Lhokseumawe dapat menyediakan rumah aman sementara khusus untuk anak 

(korban) tindak pidana pemerkosaan. 
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 Rape is an act of forced sexual intercourse carried out without the victim's 

consent. The current phenomenon of criminal acts of rape is mostly committed 

against minors. Lhokseumawe City is one of the cities where there are many cases 

of criminal acts of rape against children. Article 59 of the Child Protection Law 

states that local governments and law enforcement agencies are obliged and 

responsible for providing special protection to child victims of criminal acts of 

rape. 

 The aim of this research is to determine and analyze legal protection for 

children (victims) of the crime of rape in Lhokseumawe City, and to analyze the 

obstacles and solutions for law enforcement institutions in providing legal 

protection for children (victims) of the crime of rape in Lhokseumawe City. 

 This research uses an empirical research method with a case approach, 

which is based on primary data, namely data obtained directly from the 

community and from related institutions.. 

 The results of the research found that legal protection for child victims of 

criminal acts of rape in the city of Lhokseumawe still lacks, namely not being able 

to provide temporary safe house protection as regulated in Article 59 paragraph 

(1) of the Joncto Child Protection Law Article 5 paragraph 1 letter (k) Law of the 

Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law 

Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims so that 

children (victims) still receive threats and intimidation from irresponsible parties. 

The obstacle to law enforcement institutions in providing legal protection to 

children (victims) of criminal acts of rape in Lhokseumawe City is that there is no 

temporary safe house specifically for children (victims) of criminal acts of rape. 

The solution to this is that if necessary, the child (victim) will be placed in an 

accommodation. which is in Lhokseumawe.  

 It is recommended that law enforcement officials and the Lhokseumawe 

city DP3AP2KB service can provide legal protection and guarantees for child rape 

victims to avoid threats and intimidation by the perpetrator's family. It is 

recommended that Law Enforcement Agencies and the Lhokseumawe City 

DP3AP2KB service can provide temporary safe houses specifically for children 

(victims) of criminal acts of rape. 

  

 

 

 

 


